
 

 
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  

PROVINSI LAMPUNG 

 
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG 

 NOMOR  11 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN 
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH 
DALAM PEMBERIAN  PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU 

 DI KOTA BANDAR LAMPUNG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 WALI KOTA BANDAR LAMPUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6      
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 
Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak 
Dalam pemberian Layanan Publik Tertentu Di 
Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengatur 
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan 
Konfirmasi Status Wajib Pajak  dan penelitian 
terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah;  
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a  perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian 
Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah 
Dalam Pemberian  Perizinan Dan Layanan Publik 
Tertentu Di Kota Bandar Lampung; 
 

Mengingat  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang   
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4  Tahun 
1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), 
Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 
(Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-
Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-
Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara   
Nomor 1821); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4724) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 245 6573); 

 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5038);  
 

5. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 245 6573; 
 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang 

Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya 
Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 

tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 

2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam 
Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 126); 

 
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 221); 

 
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran 
Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016      
Nomor 7);  
 

13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 
Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Bandar Lampung; 

 
                 MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS 

WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP 
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DALAM 
PEMBERIAN  PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK 
TERTENTU DI KOTA BANDAR LAMPUNG 
 

  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota  ini yang dimaksud dengan; 

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung. 

2. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung. 

3. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 
disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Bandar Lampung. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
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5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara, lembaga pemerintah nonkementerian dan 
penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
mensejahterakan masyarakat. 

7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang 
diberikan oleh pemerintah daerah kepada 
masyarakat. 

9. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan 
yang dilakukan oleh Pemerintah sebelum 
memberikan layanan publik tertentu untuk 
memperoleh keterangan status wajib pajak. 

10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi 
yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam 
rangka Konfirmasi Status Wajib Pajak atau layanan 
publik tertentu kepada perangkat daerah. 

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, 
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

12. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan 
pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah 
berdasarkan Undang-Undang Pajak Daeran dan 
Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana 
lainnya di wilayah Kota Bandar Lampung. 

13. Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data 
Wajib Pajak dengan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan pusat. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 
Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai 
pedoman untuk melakukan Konfirmasi Status Wajib 
Pajak Daerah dalam pemberian perizinan pada layanan 
publik tertentu. 
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Pasal 3 

 
Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

               
BAB III 

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 
 

Pasal 4 
 

(1) DPMPTSP melakukan Konfirmasi Status Wajib 
Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu 
kepada Wajib Pajak. 
 

(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online 
melalui metode Host To Host dengan cara 
mengintergrasikan data dan informasi perizinan 
usaha yang dikeluarkan oleh DPMPTSP dan data 
informasi kepatuhan Wajib Pajak yang ada di 
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. 

 
(3) Dalam hal diperoleh informasi Status Wajib Pajak 

sebagaimana pada ayat (2) dinyatakan tidak valid, 
maka wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban 
untuk mendapatkan Status Wajib Pajak Valid. 
 

(4) Dalam hal pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dapat dilakukan secara online. Konfirmasi Status 
Wajib Pajak dapat dilakukan secara manual oleh 
Wajib Pajak untuk memperoleh keterangan Status 
Wajib Pajak dengan status valid. 
 

(5) Informasi Status Wajib Pajak dengan status valid 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dari 
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. 
 

Pasal 5 
  

Dalam pengintregrasian data dan informasi perpajakan 
dengan data dan informasi perizinan sebagaimana 
dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui perjanjian 
kerja sama antara Kepala Badan Pengelola Pajak Dan 
Retribusi Daerah dengan Kepala DPMPTSP. 
 

BAB IV 
LAYANAN PUBLIK TERTENTU 

 
Pasal 6 

 
(1) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas : 
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a. Izin usaha hiburan; 
b. Izin Mendirikan Bangunan; 
c. Izin usaha restoran; dan 
d. Perpanjangan izin reklame. 

 
(2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan setelah Status Wajib Pajak 
terkonfirmasi valid berdasarkan  informasi Status 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) 

            
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 7 
 
Peraturan  Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar 
Lampung. 
 

   
 

  
Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 15 Juli 2021 
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 
Cap/dto 

 
 

EVA DWIANA 
 
 
Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 15 Juli 2021 
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, 
 

             Cap/dto 
 

TOLE DAILAMI 
 
BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR      11                                                                                                                             


